Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 8 TAHUN 1393
TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUB, WAKIL KETUA DAN ANGGOTh

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAFRAH TINGKAT II MOJOKERTG

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAK TINGKAT II MOJOKERTO

: Bahwa dJdalam rangka pelaksanazn Pasal Z8 ayat (3) Undang-undang
Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah,
maka perlu menetapkan pengaturan kedudukan Protokcler Ketua,
Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
baerah Tingkat II Mojokerto dengan menuangkan ketentuan dimaksud
dalam suatu Peraturan Daerah.

: 1.

16.

11.

12.

13.

Undang -~ undang Nomoz 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peme-
rintahan di Daerah ;

. Undang -~ wundang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timuz/Jawa
Tengah/Jawa Barat ; :

. Undang-undang Nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudu-

kan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan
Undang-undang Nemor 5 tahun 1%$75 dan Undang-undang Nomor 2
tahun 1985 ;

. Undang-undang Nomor 8 tahun 1987 tentang Protokoler ;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1958 tentang Bendera
Kebangsaan Republik Indonesia ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

Peraturan Pemer intah Nomor 36 tahun 1985 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedu-
dukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 31950 tentang Ketentuan

Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata
Penghormatan ;

. Keputusan Presiden Republik Indunesia Nomor 18 tahun 1572

tentany Jenis-jenis Pakalan Sipil ;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1988
tentang Penggantian Anggota Badan Perwusyawaratan/Perwakilan
Rakyat yang berhenti Antar Waktu ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang
Bentuk Peraturan Daerah ;

Peraturan Mentexri Dalam Negeri Nomor § tahun 1992 tentang
Pedoman Kedudukan Protokcler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1992 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
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ngan Persetujuan Dewan Pe;wak;lan_aakyat Daerah Kotamadyas Daerah Tingkat I1I

De
Mojiokerto ;

Menetapkan

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT 11 MOJOKERTO TENTANG KEDU -

DUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAFRAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO

BaBp I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah, adalah Kotamadya Daezah Tingkat II Mojokerto ;

b. Pemerintah Daerah, adalah Pemer intah Kotamadya Daerah Tingkat
11 Mojokerto ;

c. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 11l
Mojokerto ;

d. Dewan Perwakilan Rakyat paerah, adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerte yang
selanjutnya disebut DPRD ;

e. Pimpinan DPRD, adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota-
madya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

f. Pimpinan Sementara DPRD, adalah Pimpinan Sementara Musyawa-
rah-musyawarah: DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Modjokerto
sebelum Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto
terpilih, diambil Sumpah/Janji dan dilantik :

g. Kedudukan Protokoler, adalah hak yang diberikan kepada seseo-

rang atau lambang untuk mendapatkan penghormatan dan perla-
kuan, Tata Tenmpat dalam Acara Kenegaraan, dcara Resml atau
Pertemuan Resmi ;

h. Protokel, adalah serangkaian aturan dalam Acara Kenegaraan
atau acara Resmi yang meliputi aturan Tata Tempat, Tata
Upacara dan Tata penghormatan, sehubungan dengan penghormatan
kepada seseorang sesual dengan jabatan dan atau kedudukannya
dalam Negara, Pemerintah dan masyarakat ;

i. Acara Kenegeraan, adalah acara yang bersifat kenegaraan yang
diatur dan dilaksanakan secara terpusat, serta dihadiri
Pejabat Negara dan Undangan Lainnya dalam melaksanakan acara
tertentu ;

j. hAcara Resmi, adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Instansi di Dacrah
dalam melaksanakan tugas dan fungsi fertentu dan dihadiri
oleh Pejabat Negara dan atau Pejabat Pemerintah serta Un-—
dangan lainnya ; '

k. Pejabat Negaxa, adalah- Pejabat sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepega~
waian Gan Peraturan Perundang-undangan lainnya ;

1. Pejabat Pemerintah, adalah Pejabat yang menduduki jabatan
tertentu dalam Organisasi Pemerintahan ;

‘m. Tokoh Pemerintah, adalah seseorang yang karena kedudukan

sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan atau
Pemer intah ;
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n. Tata Upacara Kensegaraan, adalsh Aturan untuk melaxsanakan:
Upacara dajam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi ;

0. Tata Tempat, adalah Aturan mengenai urutan tempat bagi Peja-
bat Negera, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu
dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi ;

p. Tata Penghormatan, adalah Aturan untuk melaksanakan pembe-
rian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemexrintah dan Tokoh
Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi .

BAB 1II

ACARA RESMI

Pasal 2

{1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Pro
tokoler dalam Acara Resmi ;

(2} Bcara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasel inmi,
adalah meliputi :

a. Acara Tingkat Pusat yang diselenggarakan di Daerah, an -
tara lain :

1. Peringatan Hari-hari Nasional/bersejarah ;
2. Peresmian Proyek Nasional ;
3. Pekan Olah Raga Nasional ;

4. Peringatan Hari Ulang Tahun Oiganisasi Bosial Politik
dan Kemasyarakatan ;

5. Seminar-seminar/Rapat Kerja.

b. Acara Tingkat Daerah yang menghadirkan Pejabat Tingkat
Pusat, antara lain : ’

1. Peringatan Hari-hari Nasional/bexsejaxah H

2. Penerimaan Kunjungan Kerja Presiden/Wakil Presiden/Men
teri/Pejabat Negara lainnya ;

3. Penerimaan Tamu Negara Asing ;

4. Pelantikan dan serah terima jabatan Pejabat Negara ;
5. Peresmian Proyek Daerah ;

6. Pembukaan Pekan Raya ;

7. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik
dan Kemasyarakatan ;

8. Seminar-seminar/Rapat Kerja.

o. hcara Tingkat Daerah yang hanye dihadiri oleh Pejabat
Pemer intah di Daerah, antara lain :

1. Peringatan Hari-hari Nasional/bersejarah ;

2. Upacara Pengibaran/Penurunan Bendera Merah Putih ;

3. Pelantikan dan serah terima Jabatan Pejabat Pemerintah
4. Peresmian Proyek Daerah ;

5. Penerimaan Tamu Pemer intah Daerah baik dari Luar mau -
pun Dalam Negeri ’; :

6. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasl Sosial Politik
dan Kemasyarakatan ;
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7. Penerimaan/melepas Kontingen Daerah ;

8. Seminar-seminar/Rapat Kerja.

BAB III
TATA TEMPAT

‘ Pasal 3
Tata Tempat ditentukan dengan urutan sebagal berikut :
a. Kepala Daerah, Ketua DPRD ;
Iy. Sekretaris Kotamadya Daerah, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD.

BAEB IV
TATA UPACARA

Pasal 4

(1) Upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dapat berupa
Upacara Bendera atau bukan Upacara Bendera ;

{2} Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan
jalannya Upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi, di
selenggarakan Tata Upacara berdasarkan Pedoman Umumn Tata
Upacara dan Pelaksanaan Upacara.

BAB V¥

TATA PENGHORMATAN

Pasal 5

(1) Dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, Ketua, Wakil-wakil
Ketua dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesual dengan
penghormatan yang diberikan oleh Pejabat Negara ;

(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,
selain berupa pemberian Tata Tempat, juga bexupa penghorma-
tan Bendera Kebangsaan, dan penghormatan jenazah ~apabila
meninggal dunia serta pemberlian bantuan sarana yang diperlu-
kan untuk melaksanakan acara. - '

BAB VI
RAPAT DPRD

Pasal &

Jenis Rapat DPRD yang memerlukan pengaturan Tata Tempat,
adalah sebagai berikut :

a. Rapat Paripurna ;
b. Rapat Paripurna Istimewa ;
¢. Rapat Paripurna Khusus.

Pasal 7

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat DPRD sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, adalah :

a. Ketva DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD ;
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. {ggggla Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua
: 1 B
c. Anggota DPRD, menduduki tempat yang telah disediakan khusus
untuk Anggota ; )
4. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan diatur sesuzl  dengan
kondisi Ruangan Rapat.
Pasal 8

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istinewa
dengan Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala
Daerah, ialah :

a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/
Janji dan melantik ;

b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD ;

¢. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus un
tuk Anggota ;

d. Kepala Daerah yang lama duduk disebelah kanan Pejabat yang
akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik ;

e. Calon Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri
Wakil-wakil Ketua DFRD ;

f. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan diatur sesual dengan
kondisi Ruangan Rapat ;

g. Mantan Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelan kiri
Wakil-wakil Ketua DPRD ;

h. Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan Peja -
bat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik.

Pasal 9

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa
dengan Acara Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD hasil Pemi-~
lihan Umun, izlah :

a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah ;

b. Kepala Pengadilan Negeri duduk disebelsh kiri Pimpinan Semen-
tara DPRD ;

¢. Anggota DPRD yang lama maupun Calon Anggota DPRD yang akan
mengambil Sumpah/Janii mendapat tempat yang telah disediakan
khusus untuk Anggota ;

d. Sekretaris DPRD, Rokhaniwan dan Undangan diatur sesuai dengan
kondisi Ruangan Rapat.
Pasal 10

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istinewa
dengan Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan
Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum, adalah :

a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah ;

b. Ketua Pengadilan Negerl duduk disebelah kiri Pimpinan Semen -
tara DPRD ;

c. Setelah Pelantikan Pimpinan DPRD. Ketua DPRD duduk disebelah
kiri Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah
kiri Ketua DPRD dan Mantan Pimpinan Sementara DPRD duduk di -
kursi Anggota DPRD. e
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BAB i1
TATA PAKAIAN

Pasal 11

Dalam acara Pengambilan Sumpah/Jan3ii dan Pelantikan Pimpi~
nann DPRD, Kepala Daerah mengenakan Pakalan Dinas Upacara Besar
(PDUB} .

Pasal 12

{1} Dalam wmelaksanakan tugas sehari-hari dan menghadiri Rapat
Paripurna, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian
8ipil Harian {(PSH) ;

(2) Dalam hal menghadiri Rapat Paripurna, Penanda tanganan
Peraturan Daerah, Penetzpan Anggaran Pendapatan dan Belania
Daerah, Rapat Paripurna Istimewa dan Rapat Paripurna Khusus,
Pimpinan DPRD dan Anggota DFRD mengenzkan Pakaian Sipii
Resmi (PSR) ;

(3) palam hal menghadiri Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD
dan menghadiri Pelantikan Kepaia Daerah, Pimpinan DPRD dan
Anggota DPRD mengenakan Pakaian §ipil Lengkap (PSLj.

BABR VIII '
TATA URUTAN KENDARAAN

Pasat 13
Pengaturan Nomor Kendaraan Ketua DPRD adalah setelanh Nomor
Urut Kendaraan Kepala Daerah.
BAB iX
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 14

Bal-hal yang belun diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh
Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang-
kan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, mermer intahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I Mujokerto.

Mojokerto, 26 Junil 1993
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALTKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO MGJOKERTO
Ketua,
Cap. ttd. Cap. ttd.
ACHMAD SOCHIB WADIJONO, S.H.
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Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat T Jawa Timur
tanggal 17 Nopember 1993 Nomor 4G3/P tahun 1993.

An. GUEERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilaysh/Daerah
(Ridang Pemerintahan)

Cab. ttd.

bgs. MOH, SAFI'I ASAR]
Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto
Nomor -1/C tahun 1994 pada tanggal 11 Januari 1994.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT Il
MOJOKERTO
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cab. ttd.
Drs. BOTIMIN
Pembina

NIP. 010 045 241
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1.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAHM KOTAMADYA DAERARH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 8 TAHUN 1993
TENTARNG

YEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO

. PEMJELASAN UMM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu darl 6 {lima) kebijaksanaan
Menteri Dalam Negeri mengenai hal-hal yang berhubungan dengan DPRD maka untuk
memberikan hak penghormatan dan perlakuan bagi Anggota DPRD dalam Pelaksanaan
kegiatan pada Acara Kehegaraan, Acara Resmi atau Pertemuan Resmi yang dise-
lenggarakan oleh Pemerintah Daexah, dipandang perlu segera mengatur masalah
Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

Sebagal tindak lanjut Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa
Tirur tanggal 30 Desember 1932 Nomor 170/26207/012/1992 perihal pelaksanaan 5
(lima) kebijaksanaan Menteri Dalam Negeri mengenai ODPRD maka berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1992 tentang Pedoman Kedudukan
Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD yang mexrupakan Peraturan
Pelaksanaan Pasal 28 ayat (5) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok
pokok Pemerintahan di Daerah, dipandang perlu segera mengatur dan menetapkan
Pedudukan FProtokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kotamadya Daerah
Tingkat IT Mojokerto dengari menuangkan ketentuan dimaksud dalam suatu Peratu-
ran Dasrah.

[FNJFLASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a sampai dengan } : Cukup Jelas ;
huruf k t Yang dimaksud Pejabal Negera adalah :
1. Presiden dan Wakil Presiden ;

2. Anggota Badan Permusyawaratan / Per -
wakilan Rakyat ;

3. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan ;

4. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan
Hakim Mahkamah Adgung ,;

5. Anggota Dewan Pertimbangan Agung ;
6. Menteri ;

7. Kepala Perwakilan Republik Indonesia
di Luar Negeri yang berkedudukan seba-
gai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa
penuh ;

8. Gubernur Kepala Daerszh ;

9. Bupati Kepala Daerah / Walikotamadya
Kepala Deerah ;

10. Pejabat lain vang ditetapkan dengan
Peraturan Perundang-undangan.

huruf 1 : Cukup jelas ;
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hurcf m

= huruf n sampai dengan p:

pasal 2 sampal dengan 4
Pasa; 5 -ayat {1}~
ayat (2)

ralal 6 sampai dengan 15

Tokok Masyarakat Tingkat Dasrah melipubl :

a. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partal Po -
1itik dan Ketwa Dewan Pimpinan Daerah
Golongan Karya ;

b. Pemuka Agama dan Pemuka Adat setempat ;

c. Tokoh lain vang ditentukan oleh Pemerin
tah Daerah.

Cukup jelas ;
Cukup jelas ;

: Cukup jelas ;

Pemberian penghormatan berupa Bendera Ke-
bangsaan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Ang
gota DPRD dalah sebagai berikut :

a. Pengibaran Bendera Kebangsaan dihalaman
Gedung DPRD yang dibuat dari kain yang
kuat ‘dan tidak luntur dan berukuran dua
meter dan tiga meter panjangnya, ditem-
patkan d4i halaman muka, ditengah-tengah
atau sebelah kanan dilihat dari dalam
gedung luar ;

b. Jika dalam rapat atau pertemuan diguna-
kan Bendera Kebangsaan, maka pemasangan
nya adalah sebagai berikut :

1. jika dipasang merata, maka Bendera
ditempatkan pada dinding diatas be-
lakang Ketua ;

2. jika dipasang pada tiang, maka Ben -
dera ditempatkan di sebelah kanan -
Ketuva ;

¢. Apabila ada yang meninggal dunia,
Bendera Kebangsaan Merah Putih dikibaz-
kan setengah tiang sebagai tanda berka-
bung di Lingkungan Instansinya selama 2
(dua) hari, vang dilakukan sesual
dengan ketentuan dan tata acara yang
berlaku. Namun apabila pengibaran terse-
but berlangsung bersamaan dengan penye-
lenggaraan peringatah Hari Nasional,
maka Bendera Kebangsaan Merah Putih
dikibarkan secara penuh.
Penghormatan berupa pengantaran ataw
penyambutan jenazah, persemayaman dan
pemakaman Jjenazah serta penghormatan
berupa bantuan sarana yang diperlukan
untuk  melaksanakan acara  diberikan
sesual dengan ketentuan yang berlaku
dengan tidak menimbulkan sifat berke-
lebihan.

¢ Cukup Jelas.

—0o0oo-
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